
 

 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
NOMOR 05 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENANGGULANGAN  BENCANA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA  

BUPATI BANTUL, 
 

 

Menimbang : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

 

 
 
 
 

bahwa wilayah Kabupaten Bantul memiliki kondisi geografis,
geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan
terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non
alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu
dapat menghambat pembangunan daerah; 

bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan
tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, oleh sebab
itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah  tentang Penanggulangan Bencana. 

 

   Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 44);  
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 2. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan 
Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 170); 

 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3469); 

 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886);     

 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Pembangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247);    

 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);   

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 5 9 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007  tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007  
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
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 12. Undang-Undang Nomor 3 6  Tahun 2009  tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950  tentang 
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988  tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah                
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang  
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

 17. Peraturan Presiden  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan  Bencana; 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

 

 19. Keputusan Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Tekhnis 
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi 
Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan 
Pemetaan Zona  Kerentanan Gerakan Tanah 

 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 131 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penangganan 
Pengungsi di Daerah;  

 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 
5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1987 Seri D Nomor 7); 

 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi 
dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaran Pemerintahan di 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C 
Nomor 01); 

 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang  Kemitraan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 12); 

 24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan 
Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 
BUPATI BANTUL 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   PERATURAN         DAERAH       TENTANG     P ENANGGULANGAN 

BENCANA. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul beserta Perangkat 

Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul.  

5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bantul. 
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bantul. 

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 

10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 
epidemi, dan wabah penyakit. 

12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar 
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 

13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 

15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 
berdaya guna. 

16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera 
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada 
suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana. 

18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan 
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 

20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat  pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

